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o PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN L

NOMOR 6  TAHUN 2019
e TENTANG
SISTEM PENANGANAN TERPADU

PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK

.:,_’.’4’} Memmbang oA

bahwa perkembangan sosial ekono‘

DENGAN RAHMAT T UHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN

. .bahwa penyandang masalah keseJahteraan s031al anak,,
merupakan anggota masyarakat yang dalam d1r1 mereka'~
: melekat harkat dan martabat yang merupakan anugerahi,}
. .fTuhan Yang Maha Kuasa sehlngga perlu d111ndung1 dan; G
% dipenuhi hak asasinya serta kebutuhan dasarnya agar 1

i '"}',dapat mencapa1 kehidupan yang layak dan bermartabat :

~ Kota Balikpapan serlng kali menyeb bkan penyandangl
"_masalah kesejahteraan 3031a1’ anak, h1dup ‘d1 llngkungan |
yang  cenderung myer'nbahayakanﬁ "dirinya i s‘endifig S
i ‘dan/atau orang lain serta memungkmkan mereka
,menjadl sasaran eksp101ta31 dan tmdak kekerasan anak; !
B }bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 310 huruf a Undang—":
| ’Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraanf. :
o Sos1a1 - Pemerintah Daerah berwenang menetapkan'
- '-kebljakan penyelenggaraan kesejahteraan 3081a1 yang
| bersifat lokal selaras dengan kebljakan pembangunanf

| nasmnal dan prov1n51 di bldang kesejaihteraan 3031a1 [P

' . bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagalmana‘ :
1_dlmaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu\»_l'
5 ";'_menetapkan Peraturan Wah Kota ;tentang,_ »Slstern
;Penanganan Terpadu : Penyandangj."g ;{Masalah”,
Kesejahteraan 8081a1’Anak,v", L e ‘ |

i ‘masyarakat : d1 :




g Mcngingat

P ';i_f’f’;l\'/vlie‘netapkan' i :

S Pemerlntahan Daerah yang memlmpln pelaksanaan urusan pemerlntahan E -

| 1 Pasal 18 ayat (6) Undang—Undang Dasar Negara Repubhk :
. - Indonesia Tahun 1945; g B
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 ten’cangi |
: . Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun,' o
»,,i,?,‘1953 tentang Pembentukan Daerah Tlngkat II d1,‘~ B
J : Kahmantan (Lembaran Negara Repubhk Indone&a Tahun
'~k'fr1953 Nomor 9) Sebagai Undang Undang (Lembaran - -
“Negara Repubhk Indonesm Tahun 1939 Nomor 72 |
Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesm Nomori' G
y'}'1820L o , S ‘j__ _y!_}‘g
3. Undang—Undang Nomor 23 tahun 2014 tfé‘fitang~,,' e
5 . Pemerlntahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk-‘f' O
, Indonesm Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran : o
S Negara Repubhk Indonema Nomor 5587) sebagalmana .
,’vtelah “diubah beberapa kah terakhlr dengan Undang— ‘

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

. 'V Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk i
3 ‘"'L;Indones1a Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran i
o Negara Repubhk Indonesm Nomor 5679) ' g

| MEMUTU“SKAN: S

' PERATURAN WALI KOTA TENTANG SISTEM PENANGANAN: fin
' TERPADU PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN

SOSIAL ANAK
‘ BABI
' KETENTUAN UMUM
Pasal 1

‘Dalam Peraturan Wah Kota ini yang dlmaksud dengan i
D J"l.‘,'iﬂDaerah adalah Kota Balikpapan. g ‘ , sl
f,‘«2._1°}—;Pemer1ntah Daerah adalah Wah Kota sebagal unsur penyelenggara ‘

- yang menjadl kewenangan daerah otonom Kota Ballkpapan

f':f:? " 3. © Wali Kota adalah Wah Kota Bahkpapan

Dlnas adalah D1nas yang memb1dang1 urusan 3031a1




o, ,Vﬁr’fas111ta31 untuk memenuh1 hak dan kebutuhan dasar PMKS Anak serta” S

k }Penyandang Masalah Kesejahteraan Sos1a1 Anak yang selanjutn}’a dlsebut’,f e
i PMKS Anak adalah anak yang berusia O (nol) sampai dengan 18 (delapan |
‘belas) tahun dan belum menikah yang karena suatu hambatan :
kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fung31 somalnyaj
":iihsehlngga tldak dapat terpenuh1 kebutuhan hldupn}’a ba1k Jasmanl
o -rohani, maupun sos1a1 secara memadai dan wajar i o

il Slstem Penanganan ‘Terpadu PMKS Anak adalah suatu 31stem pola usaha"’; S

yang terarah, terpadu dan berkelanjutan & yang d1lakukan oleh

Pemerlntah Instans1 dan Pemangku Kepentmgan d1 Kota Bahkpapan.f

v;’ldalam bentuk program dan keglatan pemblnaan pendamplngan “dan

f]ﬁfimenlngkatkan kesejahteraan keluarga agar dapat hldup, tumbuh dan‘ G
- j;fberkembang secara optlmal ERD R T |
.,{'.'Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya dlslngkat LKS | adalah‘
organ1sas1 sosml atau perkumpulan  sosial yang menyelenggarakan |
’kesejahteraan 3031al yang dibentuk - ba1k oleh masyarakat maupun | )
;;s-‘]rpemermtah ba1k yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan:“ o
hukum yang berada di wilayah Kota Bahkpapan | : : |
.'j’r‘j,Komunltas Pemerhat1 Anak adalah kelompok atau perkumpulan 3031al g
5 yang melaksanakan keglatan pemblnaan terhadap Anak dan -
,keluarganya o R ' |

. ”Satuan Bhakt1 Pekerja Sosial yang - selanjutnya dlsebut Saktl Peksos i

ffﬂadalah tenaga yang d1kontrak oleh Kementerlan' 8031a1 Repubhk

Indone31a dan ‘akan d1tempatkan di Dlnas Sos1a1 Kabupaten / Kota untukf

f_fmelakukan tugas pendamplngan Program Kesejahteraan 8051al Anak

’-f'}v‘"v(PKSA), pendamplngan lembaga respon kasus anak dan tugas khusus

i 1a1nnya

L dldorong oleh rasa kebersamaan kekeluargaan dan kesetlakawanan somal' ‘:' -‘ :

';Pekerja 8051al Masyarakat yang selanjutnya dlslngkat PSM adalah warga

masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung Jawab sertaf N

e secara sukarela mengabdi pada pembangunan kesejahteraan sos1a1

Coorporate Soczal Responszbzlzty yang selanjutnya dlslngkat CSR adalah e

£ Kewajlban tanggung Jawab duma usaha terhadap hngkungan masyarakatf

2 fsekltarnya

Pasal 2 ,' -

o ,S1stem Penanganan Terpadu PMKS Anak bertujuan o

ke f;, ,m‘a menJahn kerjasama melalu1 penyelenggaraan program dan keglatan’f i

perangkat Daerah 1nstan31 dan pemangku kepentlngan di Daerah guna’

penmgkatan kesejahteraan 3031a1 bag1 PMKS Anak




b merumuskan dan menerapkan kebljakan yang berkaltan dengan S1stem‘j“ ;

- Penanganan Terpadu PMKS Anak;

c ,memngkatkan Jumlah PMKS Anak yang d11ayan1

d. mengentaskan PMKS Anak dar1 hambatan kesuhtan, atau gangguan dalam
= 'melaksanakan fungs1 3031alnya o : :

: e‘,f'memenuhl hak dasar agar PMKS Anak dapat hldup sesua1 harkat dank |

martabat sebagal warga negara, , ; (‘” g S
' f memberlkan perlmdungan dari d1skr1m1na31 kekerasan fls1k/mentall' |
termasuk kekerasan seksual penelantaran eksp101ta81 dan perlakuanu/
g."memehhara ketertlban,, ketentraman, " dan kehldupan "'befsam‘ar : yang

I ,bermartabat

- ,’,/h.’memberdayakan PMKS Anak dan orang tuanya sehmgga dapat hldup.'

L mand1r1 secara ekonoml dan sosial;

ey 1 menlngkatkan peran serta masyarakat- dan dunla usaha dalam rangka\ Lo

o }y'iPenanganan PMKS Anak; dan ‘ R
& j.;*mengentaskan PMKS Anak dar1 penyandang masalah kesejahteraan sosml

BABI |
HAK PMKS'ANAK o
Pasal 3 -

e Hak PMKS Anak yang perlu d1penuh1 mehputl

1y f;’,Pasals

'~‘f'hak untuk h1dup tumbuh dan berkembang,

hak atas 1dent1tas b ‘

‘hak atas pendldlkan 7

. hak atas kesehatan dasar R

hak atas berp1k1r berhat1 nurani dan beragama i

hak }atas perhndungan,, dan :

.'f:hakatas pengembangan potensi diri.

f  BABII i Sra
SISTEM PENANGANAN TERPADU PMKS ANAK DAN | PEMBERDAYAAN
‘ ~ KELUARGA

- Bagian KeSatu
Umum v

Pasal 4

: :xf”’S1stem Penanganan Terpadu PMKS Anak d11aksanakan secara terpadu olehf L

'[r_iPemermtah Daerah dengan mehbatkan LKS dan Komunltas Pemerha‘u Anak'

: dalam rangka pemenuhan hak PMKS Anak sebagalmana d1maksud dalam; |




Pasal 5

(1) Dalam melaksanakan Slstem Penanganan Terpadu . PMKS Anak o

Pemermtah Daerah membentuk kelompok kerJa yang bekerjasama dengan 3l

masyarakat

(2) Kelompok kerja sebagalmana dimaksud pada ayat (1) mehput1

- a.

b
e
d

s

- ,‘W{ o

"‘ o *.5 ° 5 B

R ,V.‘

aDmas _f. S

.”Badan Perencana Pembangunan Daerah Penehtlan dan Pengembangan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Slpll

. Dinas Kesehatan : ;
I[Dlnas Pemberdayaan Perempuan, Perhndungan Anak dan Keluarga o
';‘Berencana - ‘ : 7 : |
I}Dlnas Koperas1 Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Per1ndustr1an - S
Dlnas Pendldlkan dan Kebudayaan; :

3 Dmas Ketenagakerjaan ,

i D1nas Pemuda Olahraga dan Pariwisata;

iiSatuan Pol1s1 Pamong Praja;

: Badan Narkotlka Nasional Kota;

"erJaksaan :

.'Kep01131an

) "Pengadllan,

}_Kementerlan Agama

'Lembaga Pemasyarakatan,

.»;Balal Pemasyarakatan, ;
i Pengacara Anak;
.S ’Srak:tl Peksos,
| u Forum CSR Daerah dan

;Forurn Komunlkas1 Paguyuban Daerah

f“ (3) Kelompok kerja sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) mempunyal tugas}{'

dan tanggung jawab sesuai dengan tugas dan fung31 yang ter dapat pada; o

1nstans1 dan / atau lembaga sosial masyarakat masmg masmg

( ) Unsur kelompok kerja sebagalmana dimaksud pada ayat (2)1, 4dépa"tf e

dltambahkan sesual kebutuhan

dltetapkan dengan Keputusan ‘Wali Kota.

- “(5) Kelompok kerJa bertanggung Jawab kepada Wah Kota melalul Dmas

e ‘(6) Pembentukan kelompok kerja sebagaumana dlmaksud pada ayat (1)‘ -




Baglan Kedua

Mekanlsme Slstem Penanganan Terpadu PMKS Anak» b

~ Pasal6

'Slstem Penanganan Terpadu PMKS Anak mehputl L
: \pemetaan / 1dent1f1ka31 PMKS Anak dan keluarganya, '
2 pengolahan data PMKS anak dan keluarganya '

pembinaan PMKS Anak dan keluarganya :

) penguatan sumber daya manusia tenaga pendampmg, o
ypemenuhan hak anak dan ' ‘

L memfasﬂ1ta31 tempat pemblnaan PMKS Anak

Pasal 7

' Fas111tas1 tempat pembmaan PMKS Anaic sebagalmana dlmaksud dalam\;
[ Pasal 6 huruf f dllakukan oleh Dinas bekerjasama dengan 1nstan81 terkalt 4 :
dan duma usaha V , e S S ‘ |
'f‘,FaS111tas1 sebagalmana ‘dimaksud pada ayat (1) dllakukan terhadap'
S tempat pemblnaan swadaya masyarakat yang belum memadeu T '
- (3)

e sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) dalam hal keterbatasan

e

e ,mehputl

He mse

sa. sumber daya manusia; dan
"b sarana dan prasarana.

e : ~ Pasal 8 . ‘ \
PMKS Anak yang telah d11dent1ﬁka31 dlserahkan kepada lembaga rujukan e
ﬂPMKS Anak yang telah diidentifikasi sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)“

,“fa anak balita terlantar

b, anak terlantar

fanakjalanan, e | -
anak yang memerlukan perhndungan khusus S
_anak korban tmdak kekerasan; ' .y
anak penyandang dlsablhtas, i

”anak berhadapan dengan hukum dan

‘.,anak korban narkot1ka p31kotrop1ka dan zat ad1kt1f 1a1nnya /_" L

Proses 1dent1f1ka31 sebagalmana dimaksud pada ayat (1) d1dahu1u1 dengani LL'

b ‘temuan awal/ laporan dar1 PSM untuk selanJutnya dlsampalkan kepada e

el Dmas

£ “sosml pada D1nas/ Sakt1 Peksos el

Ident1f1kas1 sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dllakukan oleh pekerja |

Tempat pembinaan swadaya masyarakat yang belum memadalf ‘4




(5)

‘Dlnas melalul pekerja 3031a1/Sakt1 Peksos melakukan pendamplngani >

. pelaksanaan pembmaan PMKS Anak yang d11akukan oleh lembaga ‘

menyampa1kan laporan secara penodlk kepada Dinas.

~ rujukan.

Lembaga rujukan yang melakukan pemblnaanr PMKS Anak*

--f,’Lembaga rujukan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) mehputl
E a.’ rumah perhndungan sosial anak ‘
b, LPKS; L |

o lembaga keSejahteraan sosial anak; _

d rumah perhndungan dan g

e ';keluarga L ‘ e e
"L";‘Dmas ‘melakukan monitoring dan eval_uaSif | pelaksanaan81stem e

: ‘Penanganan Terpadu PMKS Anak.

Bagian Ketiga
 Pemberdayaan Keluarga i

Pasal 9

e (1) Pemberdayaan keluarga PMKS Anak d1maksudkan untuk memberdayakan_ L

e {v:f( ) Pemberdayaan keluarga PMKS Anak sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)

Ly i bakat dalam rangka menmgkatkan perekonomlan keluarga
@

f;ekonoml produktlf

keluarga PMKS Anak sesua1 dengan poten81 yang d1m111k1

dllakukan me1a1u1 , « |
a blmblngan keterampﬂan dan kew1rausahaan, dan ’ Lot
b pemberlan bantuan stlmulan usaha ekonoml produk’uf U

. , Pasal 10 . | Sl , cx
'Keluarga PMKS Anak yang telah d1b1na oleh LKS/ Komumtas Pemerhatl‘ L

" ‘ Anak dlberlkan b1mb1ngan motivasi oleh kelompok kerJa :

Keluarga PMKS Anak dapat dlberlkan pelatlhan sesua1 dengan mmat dan

fKeluarga PMKS Anak dapat dlberlkan bantuan stlmulan melalul usaha‘l

, _Dlnas melalu1 Sakt1 Peksos/ PSM melakukan pendamplngan kepada | o
B keluarga PMKS Anak yang telah menerima bantuan stlmulan L ‘
Sakti Peksos/ PSM menyampalkan laporan pendamplngan secara perlodlk“

kepada Dlnas




BABIV
SUMBER PENDANAAN

Pasal 11 .
- Pendanaan penyelenggaraan kegiatan Sistem Penanganan Terpadu PMKS

2 Anak dan pemberdayaan keluarga dapat bersumber dari: 4
a. anggaran pendapatan dan belanja negara; - '

i b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;

- C. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau

d. sumber lain yang sah dan tidak menglkat berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

BAB YV
PENGAWASAN

- Pasal 12 S

(1) Pengawasan dan pengendalian terhadap Slstem Penanganan Terpadu
- PMKS Anak d11aksanakan oleh:
a Dlnas 7 B [

| b. kelompok kerja; dan v ,

- c.' instansi terkalt sesuai dengan tugas dan fungsi melalul monltorlng dan

penertlban. . .

(2) PengaWasan s'ebagaimaria dimaksud pada ayat (1) melalui monitoring‘dan

_evaluasi program dan kegiatan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

§ Pasal 13
Peraturan Wah Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Agar setlap orang mengetahulnya memermtahkan pengundangan Peraturan

Wah Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bahkpapan :

‘Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 17 Januari 2019
WALI KOTA BALIKPAPAN,

| Cttd

M. RIZAL EFFENDI |




S 'Dlundangkan d1 Bal1kpapan

: kS : ’,:.pada tanggal 18 Januarl 2019
i 'V_SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

Cotd

| SAYID MN. FADLI

 BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2019 NOMOR 6 '

Sahnan sesual dengan ashnya

o ',‘SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

S KEPALA BAGI N HUKUM,

 NIP 19610806 199003 1004




